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TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN DIFTERI DI LABORATORIUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka penanggulangan difteri diperlukan
pelayanan laboratorium pemeriksa difteri yang bermutu
guna menunjang penegakan diagnosis terhadap penyakit
difterti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemeriksaan Difteri

di Laboratorium;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
364/Menkes/SK/111/2003 tentang Laboratorium
Kesehatan,;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
835/Menkes/SK/1X/2009 tentang Pedoman Keselamatan
dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedik;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/Menkes/Per/111/2010 tentang Laboratorium Klinik;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PEMERIKSAAN DIFTERI DI LABORATORIUM.

Pasal 1
Pedoman pemeriksaan difteri di laboratorium merupakan
acuan bagi tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dalam melakukan pemeriksaan difteri guna

menunjang penegakan diagnosis penyakit difteri.

Pasal 2
Lingkup pedoman pemeriksaan difteri di laboratorium

meliputi tatacara:
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a. pengambilan, penanganan, dan pengiriman yang
dilakukan oleh laboratorium tingkat perifer;

b. pemeriksaan spesimen oleh laboratorium rujukan
provinsi atau laboratorium rujukan regional; dan

c. uji toksigenitas oleh laboratorium nasional.

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan difteri
di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas
kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi
dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu

pelayanan laboratorium dalam pemeriksaan difteri.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN DIFTERI
DI LABORATORIUM

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Distribusi kasus difteri di Indonesia pada tahun 2014 ditemukan
hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan RI
tahun 2014, angka kejadian difteri sebesar 396 kasus pada semua
kelompok umur dengan dengan 16 orang meninggal (CFR 2,04%). Kasus
paling tinggi ditemukan pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu 131 orang
(97 anak riwayat imunisasi), diikuti kelompok umur 1-4 tahun (104 orang)
dan 215 tahun (105 orang).

Difteri merupakan penyakit akut dimediasi toksin vang disebabkan
oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae, bakteri basil aerob gram positif.
Produksi toksin hanya terjadi saat Dbakteri tersebut terinfeksi
(terlisogenisasi) oleh virus spesifik (bakteriofag) yang membawa informasi
genetik toksin tersebut. Hanya strain toksigenik yang dapat menyebabkan
penyakit berat. Terdapat empat biotipe bakteri tersebut yaitu gravis,
intermedius, mitis, dan belfanti. Semua strain mungkin memproduksi
toksin dan menyebabkan penyakit parah. Semua isolat C. diphtheriae
harus diuji untuk toksigenisitas.

Penularan difteri paling sering dari orang ke orang dari saluran
pernapasan, seperti saat pasien batuk atau bersin. Jarang sekali
transmisi terjadi melalui lesi kulit atau benda yang tercemar cairan dari
pasien.

Organisme memproduksi toksin yang menghambat sintesis protein
seluler serta berperan dalam destruksi jaringan lokal dan pembentukan
pseudomembran. Pseudomembran tersebut mengandung bakteri, sel
inflamasi, dan jaringan nekrotik. Seiring dengan pertumbuhan bakteri,

semakin banyak cksotoksin yvang diproduksi sehingga inflamasi semakin
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